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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat membuat kebutuhan
akan lembaga keuangan ikut meningkat. Salah satu lembaga keuangan yang
memiliki fungsi vital dalam perkembangan perekonomian ialah sektor
perbankan. Bank' merupakan salah satu lembaga keuangan yang aktivitasnya
melayani jasa menyimpan dan menyalurkan dana. Hal inilah yang membuat
bank saat ini bisa dikatakan menjadi gaya hidup masyarakat dunia dalam
menjalankan aktivitas ekonomi. Adapun konsep perbankan dalam Islam
bersandar pada keadilan dan keharmonisan antara realita dengan keinginan
manusia. Artinya, perekonomian dalam Islam khususnya perbankan mencoba
untuk menjembatani antara realita dan hasrat manusia untuk mendapatkan
keuntungan namun dalam kerangka yang adil. Dalam perbankan syariah,
fungsi intermediasi’ merupakan fungsi utama di mana bank menjadi jembatan
antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Bank sendiri dapat berperan ganda sebagai pihak yang menyalurkan dana.’

'Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lihat Buchari Alma, Donni
Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 7.

’Intermediasi merupakan perhubungan antara satu dengan yang lain; perataraan. Lihat
Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, Kamus limiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994, h.266.

3Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, h. 138.



Kemunculan sistem ekonomi dan bank syariah dalam pencaturan
ekonomi dan perbankan moderen merupakan upaya menghadirkan
dekontruksi aspek lain yang telah termaginalkan dalam ilmu dan sistem
ekonomi modern, yakni terjadinya erosi nilai-nilai spiritual. Bank syariah
sendiri lahir pertama kali pada 1 Mei 1992 diikuti dengan lahirnya UU No. 7
Tahun 1992 yang sekarang telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan
prinsip bagi hasil baik bank umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat
Syariah (BPRS) sebagai media baru dan terpercaya serta memberikan solusi
lebih baik bagi masyarakat yaitu kemunculan Bank Muamalat Indonesia
(BMI). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari
peranan dan kebijakan Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter
berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat 2
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008. Dan kemudian dengan disahkannya Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 khusus tentang perbankan syariah semakin
memperkuat keberadaan dan eksistensi lembaga perbankan syariah di
Indonesia.” Hal ini juga dapat terealisasikan tidak terlepas dari andil besar
saat disahkannya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank. Bank

syariah sebagaimana fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana

“Moneter adalah segala yang berkenaan dengan keuangan. Lihat Ahmad A.K. Muda,
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, 2006, h. 377.

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009, h. 55.



berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang tertuang dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/19/2007. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang tercantum
di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa Bank syariah adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.® Sedangkan sumber dana bank syariah adalah diantaranya berasal
dari  berbagai macam produk alternatif yang ditawarkannya yakni berupa
giro, tabungan, dan deposito. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 Perbankan Syariah pada pasal 19 ayat 1 bahwa setiap produk yang
disebutkan di atas harus berdasarkan akad wadi’ah dan mudharabah.’

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya
di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka
mendapatkan keuntungan bagi hasil. Hal ini terdapat dalam prinsip-prinsip
operasional bank syariah, diantaranya yakni prinsip simpanan giro yang
diimplementasikan dalam bentuk akad al-wadiah dimana dana simpanan
nasabah bukan untuk diinvestasikan seperti tabungan dan deposito. Kemudian
prinsip bagi hasil yang diperuntukkan bagi nasabah penyimpan dana yang

mana dana milik nasabah tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk

bIsmail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 32-33.
"Ibid.,h. 65-66.



produksi pendanaan (tabungan dan deposito) dalam bentuk akad al-
mudharabah.?

Dari sekian banyak produk alternatif bank syariah tersebut, salah satu
produk yang cukup mendapat perhatian dari kalangan masyarakat khususnya
masyarakat yang beragama Islam ialah produk tabungan haji. Ibadah haji
termasuk dalam rukun Islam yang ke lima. Sebagai umat Islam sudah pasti
memliki keinginan untuk mengunjungi rumah Allah SWT. dasar hukum
menjalankan ibadah haji pun sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam Islam
seperti shalat, merupakan panggilan (khitab) Allah seperti yang tercantum
dalam surah Ali-Imran : 97 sebagai berikut,
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Artinya :*‘Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya)
magam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu)
menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup
mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa
mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah
Maha 9Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta

alam™.

8Amir Machmud & Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di
Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 27-28.

°Ali Imran (3) : 97. Tafsir ayat di atas menyatakan bahwa suatu bukti lainnya bahwa Nabi
Ibrahim-lah yang mendirikan kembali Ka’bah, adanya magam Ibrahim di samping Baitullah, yaitu
sebuah batu yang dipergunakan sebagai tempat berdirinya oleh Nabi Ibrahim as. ketika
mendirikan Ka’bah bersama-sama putranya Ismail a.s. Bekas telapak kakinya itu tetap ada dan
dapat disaksikan sampai sekarang. Barang siapa masuk ke tanah Mekah (daerah haram) terjamin
keamanan dirinya dari bahaya musuh dan keamanan itu tidak hanya bagi manusia saja, tetapi juga
binatang-binatangnya, tidak boleh diganggu dan pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Setelah
Nabi Ibrahim mendirikan kembali Ka’bah lalu beliau disuruh Allah menyeru umat manusia agar
mereka berziarah ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini dianjurkan oleh Nabi
Ibrahim dan tetap dilaksanakan umat Islam sampai sekarang sebagai rukun Islam yang kelima.



Berdasarkan penjelasan pada ayat di atas bahwa ibadah haji merupakan
suatu kewajiban yang harus dijalankan umat muslim satu kali dalam hidupnya
terutama bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu hukum
melaksanakan ibadah haji ialah wajib dan dipersamakan dengan pelaksanaan
ibadah wajib lainnya seperti yang terdapat dalam rukum Islam.

Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa dana yang
dipersiapkan calon jamaah haji tidaklah sedikit untuk dapat berangkat ke
Tanah Suci. Untuk itulah perbankan syariah menawarkan produk tabungan
haji yang diperuntukkan bagi umat muslim sebagai solusi dalam
merencanakan keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari itu
para calon jamaah terlebih dahulu mendaftarkan diri pada perbankan syariah
yang telah bekerja sama dengan Kemenag dalam menghimpun dana untuk
mendapatkan nomor porsi keberangkatan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008. Dengan demikian, produk tabungan haji digunakan
untuk mempermudah umat muslim agar dapat mempersiapkan biaya
penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementrian Agama R.I.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terlihat dari jumlah
kalkulasi calon jamaah haji yang diberangkatkan khusus daerah Kalimantan

Tengah saja dari tahun 2008-2011 mengalami peningkatan yang cukup

Setiap Muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Barang
siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka ia termasuk golongan kafir. Lihat
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 2 Juz 4-5-6, Jakarta: Kementrian Agama Rl,
2010, h. 9.



signifikan, pada tahun 2008 tercatat sebanyak (1.364) jamaah, tahun 2009
(1.396) jamaah, tahun 2010 (1.480) jamaah dan tahun 2011 (1.493) jamaah.'

Hal tersebut di atas, semakin menegaskan bahwa tabungan haji
merupakan salah satu produk yang memberikan kontribusi terhadap
pengelolaan sumber dana bank. Namun sangat disayangkan karena partisipasi
bank syariah masih jauh apabila dibandingkan dengan bank konvensional,
padahal untuk urusan tabungan ibadah hendaknya dilakukan sepenuhnya oleh
perbankan yang bernaung dalam ruang Al-Qur’an dan Hadis. Apalagi jika
berkaitan dengan pengelolaan sumber dana pada bank, hal ini tentu tidak
terlepas dari metode bank dalam memanajerialisasi sumber dana tersebut.
Manajemen sumber dana dalam setiap perbankan umum tentunya memiliki
karakteristik yang berbeda, karakteristik tersebut salah satunya dapat dilihat
dari metode-metode pengalokasian dana bank melalui pendekatan “The
Pooled of Funds Approach” dan “The Assets Allocation Approach”.

“The Pooled of Funds Approach” vyakni konsep vyang tidak
membedakan sumber dana yang dapat dihimpun oleh bank baik secara
kelompok dalam artian sumber rekening maupun secara individu dalam arti
lembaga yang menyimpan uang di bank, seluruh sumber dana digabungkan
menjadi satu dan pengalokasian dananya di utamakan untuk memenuhi
kebutuhan likuiditas dan menghasilkan pendapatan sesuai yang direncanakan
tanpa melihat sumber dana yang digunakan tersebut. Sedangkan “The Assets
Allocation Approach”, berbeda dengan konsep “The Pooled of Funds

Approach”, menurut konsep ini menunjuk pada kenyataan bahwa sumber

®Data Kantor Kementrian Agama Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.



dana yang dihimpun terdiri dari Giro, Tabungan, Deposito Berjangka,
Sertifikat Deposito Berjangka, pinjaman yang diterima dari Bank Lain dan
Modal Bank mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain oleh
karena itu sumber dana tersebut tidak disatukan melainkan disesuaikan
dengan penggunaan dana tersebut.™

Hal inilah yang menjadi salah satu ulasan yang pada akhirnya
mendasari pemikiran-pemikiran mengenai seperti apa produk tabungan haji
serta pengelolaan dana tabungan haji yang dilakukan perbankan syariah. Jika
di telaah lebih jauh, maka tidak banyak informasi yang bisa didapatkan
berkaitan dengan produk maupun tatanan pengelolaan dana tabungan haji.
Akan tetapi, dalam hal ini tabungan haji dan pengelolaan dana yang
dimaksudkan bukan hanya sekedar sebuah produk serta metode apa yang
digunakan dalam pengelolaan dananya, tetapi lebih kepada seperti apa
hakikat yang terkandung di dalam produk dan pengelolaan dana tabungan haji
pada perbankan syariah terutama ditinjau dari tatanan prinsip-prinsip
ekonomi syariah. Sebab ekonomi syariah merupakan bangunan yang
mendasari kokoh atau tidaknya perbankan syariah sebagai lembaga yang
bernaung dalam prinsip-prinsip syariah. Sebab berbicara ekonomi syariah
maka akan berhubungan dengan agama, karena ekonomi syariah merupakan
salah satu bagian dari struktur agama yang akan berujung pada kepatuhan
terhadap perintah dan larangan Allah SWT..

Ini berkaitan dengan kenyataan bahwa tabungan haji merupakan

tabungan berjangka, saat nasabah berada dalam posisi waiting list (daftar

ISlamet Riyadi, Banking Asset And Liability Management, Jakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 2004, h. 26-27.



tunggu) maka dana tersebut merupakan kewenangan pihak bank untuk
melakukan pengkoverisasian hingga masa tunggu berakhir. Hal inilah yang
menjadi dasar akan munculnya kegelisahan penulis atas prosesi yang
dilakukan pihak bank syariah terhadap produk serta pengelolaan dana
tabungan haji. Didasari pada seperti apa produk tabungan haji di mulai dari
akad apa yang digunakan, seperti apa operasional yang harus dipenuhi untuk
menjadi nasabah dan mendapat nomor porsi sebagai calon jamaah haji yang
resmi terdaftar hingga bagaimana bank mengelola dana tersebut sampai batas
waktu berakhir serta keseluruhan rangkaian tersebut disoroti satu persatu
berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
membahas lebih mendalam lagi mengenai bagaimana manajerialisasi produk
dan pengelolaan dana tabungan haji ditinjau dari perspektif ekonomi Islam
khususnya pada produk tabungan haji Bank Syariah yang ada di kota
Palangka Raya dengan spesifikasi studi pada PT. Bank BNI Syariah dan PT.
Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palangka Raya dengan judul
“MANAJEMEN DANA TABUNGAN HAJI (ONH) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah

dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya)”.

B. Rumusan Masalah
Dari gambaran latar belakang di atas, yang dijadikan sebagai rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Apa saja produk tabungan haji pada PT. Bank BNI Syariah dan PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya?

2. Bagaimana pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank BNI
Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya?

3. Bagaimana produk dan pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank
BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri ditinjau dari perspektif

ekonomi Islam?

C. Batasan Penelitian
Penelitian yang berjudul Manajemen Dana Tabungan Haji (ONH) Di
Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam ini berfokus pada deksripsi produk dan
tatanan pengelolaan dana yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah dan PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya kemudian dianalisis

berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja produk tabungan haji pada PT. Bank BNI
Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya.

2. Untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan haji yang ada pada PT.
Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya.

3. Untuk mengetahui produk dan pengelolaan dana tabungan haji pada PT.
Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri ditinjau dari perspektif

ekonomi Islam.
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E. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian ini, penelitian ini diharapkan berguna
bagi pengembangan khazanah keilmuan ilmiah di lingkungan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, khususnya jurusan syari’ah
program studi Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini merupakan salah satu titik
kecil bukti yang menggambarkan tentang aktivitas Ekonomi Syari’ah.

Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menarik para
akademisi lainya untuk dapat mengembangkan tulisan ini dan menjadi salah
satu bahan rujukan penelitian selanjutnya dengan memperdalam substansi
penelitian serta melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.
Sehingga pada nantinya bukan hanya alternatif dalam penulisan ini yang ada,
akan tetapi muncul alternatif-alternatif baru yang lebih unggul serta dinamis

untuk kemaslahatan bersama.

F. Sistematika Pembahasan
Adapun susunan dari pembahasan penelitian ini, yakni:
1. Bab satu, berisi Pendahuluan yang memasukkan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika

pembahasan.
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Bab dua, berisi tentang kajian pustaka, penelitian terdahulu, deskripsi
teoritik.

Bab tiga, berisi tentang metode penelitian, yang mencakup masalah
waktu, dan tempat penelitian, pendekatan objek, dan subjek penelitian,
penentuan latar penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data,
dan analisis data.

Bab empat, merupakan latar belakang kota Palangka Raya dan Latar
belakang PT. Bank BNI Syariah serta PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Palangka Raya.

Bab lima, analisis mengenai produk tabungan haji pada PT. Bank BNI
Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri dan juga pengelolaan dana produk
tabungan haji tersebut di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Bab enam, yaitu penutup. Dalam bab ini penulis akan memaparkan
kesimpulan dan pembahasan skripsi ini yang dilengkapi dengan saran-

saran.
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